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DDdi7Desa

Diduga Bermasalah

TAIS, BE - Pengelolaan dana desa (DD) di tujuh
desg di Kabupaten Seluma diduga bermasalah
sehingga dilaporkan warganya ke Inspektorat :

Kabupaten Seluma.

“Dua desa sudah masuk ke ranah penegak
hukum dan masih dalam proses, sedangkan lima
desalagi masih dalam tindak lanjut pemeriksaan”
tegas Kepala Inspektorat Kabupaten Seluma,
Ramlan Fahmi SH kepada wartawan, kemarin

(26/5).
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Dijelaskan Ramlan, dugaan
penyimpangan di 2 desa
tersebut terindikasi pada
pekerjaan yang tidak sesuai
dan kekurangan volume fisik,
serta terindikasi
disalahgunakanuntuk kegiatan
pemberdayaan. :

Sedangkan pengelolaan DD
dilima desalainnya juga diduga
terjadi penyimpangan, dan
masih ditindak lanjuti untuk

«dilakukan pemeriksaannya.
Kelimanya adalah Desa Tanah
; {'\bang, Sengkuang Jaya, Air

Periukan, Kuti Agung dan
Telatan.

“Khusus yang sudah di meja
penyidik adalah Desa Lubuk
Resam dan Tawang Rejo,”
ujarnya.

Disampaikan Ramlan, sejauh

ini dugaan penyimpangan di

5 desa tersebut belum sampai
ke ranah hukum. Untuk itu,
Ramlan mengharapkan agara
desa tersebut segera bertindak.
Baik dalam upaya
mengembalikan ataupun
memberikan klarifikasi ke

Inspektorat dengan
menunjukkan bukti bahwa
tidak ada penyimpangan.

Namun, jika ada
penyimpangan, maka harus
ditindak lanjuti untuk
mengembalikan dugaan
penyimpangan tersebut.

“Sebelum disampaikan ke
penegak hukum, maka desa
harus menindak lanjutinya.
Jangan sampai beralih ke ranah
hukum,” imbuhnya.

Selain itu, Ramlan juga
mengharapkan agar seluruh

Setidaknya

desa bisa menjadikan pelajaran
atas laporan yang disampaikan
masyarakat ini sehingga
terhindari dari persoalan
hukum di kemudian hari.
dalam
pembangunan dan pengelolaan
DD, Pemerintah Desa bisa
sejalan dan warga tetap diajak
dalam musyawarah.
“Perencanaan dan rembuk
bersama untuk pengelolaan
DD ini harus jelas, termasuk
program pembangunan ke
depannya,” tukas Ramlan.(333)



